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BUPATI REMBANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI REMBANG 

 

NOMOR 23  TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 37 TAHUN 2013 
TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 

BUPATI REMBANG, 
 

Menimbang  : a.  bahwa  dengan adanya Pelaksanaan  Dana Kapitasi  Kesehatan 

Nasional dan dalam rangka ketertiban penatausahaan 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 perlu dilakukan 
perubahan terhadap Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 

Tahun 2013 tentang Pedoman  Penatausahaan Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun Anggaran 2014; 

 
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Rembang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 

2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 
Anggaran 2014; 

 
Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

6. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 
 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  5587); 
  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Keejatan Nasional 
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 81); 

 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 
 

17. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah ( Berita Daerah Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 32); 

 
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang 

Penggunaan Jaminan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya 

Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 
Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 589); 

 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 32); 

 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 
4)Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Rembang Nomor 61); 
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81); 
 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 

Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomer 1 
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Cara Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 

Nomor 1); 
 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang  Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten  Rembang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 3); 

 

24. Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2014 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 (Berita 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 22). 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 37 TAHUN 

2013TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014 
 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 

37 Tahun 2013 tentang Pedoman  Penatausahaan Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang 

Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun 2013 Nomor 37), ditambah sebagai berikut : 
 

 
1. Diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab yakni 

BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

BAB VIIA 
 

DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 
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2. Diantara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 1 (dua) pasal yakni Pasal 107A 
dan Pasal 107B, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 107A 

 
(1) Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional diberikan dengan tujuan 

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan pada setiap orang  
yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah; 
 

(2) Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar  pada BPJS kesehatan; 
 

(3) Penjelasan tentang Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional tercantum 
dalam Lampiran XIA Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 107B 
 

Pedoman Teknis mengenai Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
akan dijelaskan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala SKPD berdasarkan 

peraturan perundang – undangan yang berlaku dan di atur dalam peraturan 
tersendiri. 

 

3. Ketentuan Lampiran XI dan Lampiran XII disisipkan satu Lampiran yakni 
Lampiran XIA sebagaimana  tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku  pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.  
 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal 29 Agustus 2014  

 
Plt.BUPATI REMBANG 

WAKIL BUPATI 
 

ttd 

 
H. ABDUL HAFIDZ 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal 29 Agustus 2014  

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG 
 

ttd 
 

HAMZAH FATONI 
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014  NOMOR 23 


